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ABSTRACT

Collaboration dynamics represent the complex interactions among stakeholders involved in a
cooperative process to achieve common goals. In waste management in Bogor City, these
dynamics involve interactions between the government, private sector, and the community. The
dynamics of collaboration in waste management in Bogor City present significant challenges
due to population growth and urbanization. Effective and sustainable waste management is
crucial for maintaining environmental quality and public health. This study aims to analyze
the dynamics of collaboration among the government, society, and private sector in waste
management and to identify the inhibiting factors faced. The research employs a qualitative
descriptive approach, utilizing interviews and observations with informants from the
Environmental Agency, community organizations, and waste banks. The findings indicate that
collaboration among these actors has not been optimal due to a lack of open dialogue and
shared understanding. Additionally, reliance on hierarchical procedures and institutional
structures serves as a barrier. The success of collaboration is significantly influenced by
resource capacity, leadership, and public awareness of the importance of waste management.
The study suggests the need for improvements in collaboration procedures, enhanced
communication and transparency, and the allocation of a dedicated budget to support
collaborative initiatives in waste management in Bogor City.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah pengelolaan sampah telah
menjadi isu yang semakin mendesak di
berbagai kawasan urban, termasuk Kota
Bogor. Pertumbuhan populasi yang pesat
dan urbanisasi yang tidak terkendali
menyebabkan  meningkatnya  volume
sampah yang dihasilkan. Berdasarkan data
terkini, Kota Bogor mencatatkan jumlah
penduduk sebesar 1.032.375 jiwa dengan

kontribusi terbesar sampah berasal dari

rumah tangga mencapai 62,44% dari total

timbulan sampah. Isu ini memerlukan
penanganan kolaboratif antara pemerintah,
sektor swasta, dan masyarakat untuk
mencapai tujuan pengelolaan yang efektif
dan berkelanjutan.

Tabel 1. 1 Data Jumlah Penduduk
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Dinamika kolaborasi antara
pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta
dalam penanganan sampah menjadi kunci
keberhasilan pengelolaan yang lebih
berkelanjutan.  Kota  Bogor  telah
mengembangkan berbagai inisiatif,
termasuk kerja sama dengan sektor swasta
seperti PT. Waste 4 Change dan
optimalisasi  bank sampah. Namun,
implementasi kebijakan ini masih menemui
kendala, seperti rendahnya koordinasi antar
pemangku  kepentingan, keterbatasan
sumber daya, serta kurangnya kejelasan
peran dalam pengelolaan sampah.

Tabel 1. 2 Data Persentase Sampah
Berdasarkan Sumber Sampah

Sumber Sampah Persentase
Rumah Tangga 62,44%
Perniagaan 19,48%
Fasilitas Publik 6,17%
Pasar 4,89%
Perkantoran 3,25%
Kawasan 2,84%
Lainnya 0,93%
Total 100%

Sumber : Sistem Informasi
Pengelolaan Sampah Nasional

Rendahnya partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan sampah juga menjadi
faktor yang memperburuk kondisi ini.
Meskipun terdapat berbagai program
edukasi terkait pemilahan dan pengurangan
sampah, penerapannya masih belum
optimal di tingkat rumah tangga. Sebagian
besar sampah yang dihasilkan masih

bercampur dan berakhir di TPA tanpa

melalui proses daur ulang yang maksimal.
Ketergantungan pada metode pembuangan
akhir tanpa adanya strategi pengelolaan
inovatif

yang  lebih memperburuk

permasalahan  lingkungan,  termasuk
pencemaran tanah dan air. Oleh karena itu,
diperlukan pendekatan berbasis
collaborative governance yang mampu
mengintegrasikan peran semua pihak untuk
mencapai sistem pengelolaan sampah yang
lebih efektif.

Tabel 1. 3 Data Sampah Terangkut,
Tidak Terangkut, Dan Timbulan
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Data pengelolaan sampah di
Kota Bogor menunjukkan tantangan
signifikan dalam sistem yang ada. Tabel
menunjukkan data manajemen sampah
dari tahun 2021 hingga 2024, dengan
tren penurunan jumlah sampah yang
terangkut dari 206.164 ton pada 2021
menjadi  185.191 ton pada 2023,
sebelum meningkat tajam menjadi
272.672 ton pada 2024. Timbulan
sampah cenderung stabil hingga 2023,
tetapi meningkat signifikan pada 2024.
Persentase sampah yang tidak terangkut
juga naik dari 16,12% pada 2021
menjadi 24,40% pada 2024, meskipun
jumlah  sampah yang terangkut
meningkat pada 2024, jumlah sampah
yang tidak terangkut juga mengalami
kenaikan.

Kompleksitas dinamika kolaborasi
melibatkan interaksi antara berbagai aktor
dalam proses kerjasama, baik dalam
perencanaan maupun pelaksanaan program
pengelolaan sampah. Oleh karena itu,
Penelitian ini bertujuan dapat memberikan
rekomendasi strategis yang dapat menjalin

kolaborasi antar  stakeholder  untuk

mewujudkan penanganan sampah yang
berkelanjutan dan lebih efektif di masa
mendatang. Merujuk pada pemaparan di
atas, maka rumusan penelitian yang akan
dieksplorasi dalam skripsi ini adalah
mengapa dinamika kolaborasi antar aktor
dalam penanganan sampah di Kota Bogor
tidak berjalan dengan optimal, sehingga
timbulan sampah tidak tertangani dengan
optimal.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana dinamika kolaborasi
antara  pemerintah,  kelompok
masyarakat, dan masyarakat dalam
pengelolaan sampah di Kota Bogor?
2. Apa faktor penghambat yang
dihadapi pemerintah, kelompok
masyarakat, dan masyarakat dalam
dinamika kolaborasi penanganan
sampah di Kota Bogor?
C. Tujuan Penelitian
1. Menganalisis dinamika kolaborasi
antara pemerintah Kota Bogor,
swasta, dan masyarakat dalam
penanganan sampah di Kota Bogor.
2. Menganalisis faktor penghambat
dan pendorong dinamika kolaborasi
dan dampaknya terhadap
penanganan sampah di Kota Bogor.
D. Kerangka Teori
Administrasi Publik
Administrasi  publik merupakan
disiplin ilmu sosial yang mempelajari tiga

pilar utama dalam kehidupan bernegara,



yaitu lembaga legislatif, yudikatif, dan
eksekutif. Selain itu, bidang ini juga
mencakup aspek yang berkaitan dengan
kepentingan publik, seperti kebijakan
publik, manajemen publik, administrasi
pembangunan, tujuan negara, serta etika
dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Secara umum, administrasi publik meneliti
cara pengelolaan organisasi sektor publik.
Meskipun memiliki kesamaan dengan
manajemen  yang juga  membahas
organisasi, manajemen lebih berfokus pada
perusahaan swasta, sedangkan administrasi
publik menelaah organisasi pemerintahan,
termasuk departemen dan dinas dari tingkat
pusat hingga kecamatan. Pada intinya,
administrasi ~ merupakan  serangkaian
kegiatan yang bertujuan untuk menerapkan
kebijakan guna mencapai tujuan tertentu.
Manajemen Publik

Manajemen Publik merupakan studi
interdisipliner yang meneliti aspek umum
organisasi dengan mengintegrasikan fungsi
manajemen, yaitu perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, dan
pengendalian, dengan berbagai sumber
daya seperti sumber daya manusia,
keuangan, aset fisik, informasi, serta
keterlibatan publik. Dalam Firdausijah
(2023) Thomas Woodrow Wilson dalam
bukunya “The Study of Administration”

menetapkan empat prinsip dasar dalam

studi Administrasi Publik yang masih

berpengaruh hingga saat ini. Prinsip-prinsip
tersebut mencakup:
1. Pemerintahan sebagai  konteks
utama organisasi,
2. Fungsi eksekutif sebagai pusat
perhatian,
3. Pengembangan administrasi
melalui pencarian prinsip dan
teknik manajemen yang lebih
efektif
4. Metode perbandingan sebagai
pendekatan dalam pengembangan
ilmu administrasi publik .
Collaborative Governance
Teori Collaborative Governance
dikemukakan oleh Emerson, Nabatchi, dan
Balogh (2012) sebagai suatu pendekatan
dalam pengelolaan kebijakan publik yang
melibatkan berbagai aktor, baik dari
pemerintah, swasta, maupun masyarakat.
Collaborative Governance menekankan
pada keterlibatan semua pemangku
kepentingan dalam perumusan,
implementasi, dan evaluasi kebijakan.
Menurut Emerson dkk. (2012), terdapat
tiga komponen utama dalam Collaborative
Governance:
1. Pergerakan  Prinsip  Bersama;

Dialog terbuka antar aktor yang

terlibat dan mekanisme koordinasi

yang efektif.
2. Motivasi Bersama; Adanya
kepercayaan dan  pemahaman



bersama antar aktor, Komitmen
serta legitimasi dalam kerja sama.
3. Kapasitas Melakukan Tindakan

Bersama; Ketersediaan sumber

daya (SDM, dana, infrastruktur)

dan kepemimpinan yang
mendukung kolaborasi.

Dalam penelitian ini, Collaborative
Governance digunakan untuk menganalisis
bagaimana pemerintah Kota Bogor, sektor
swasta, dan masyarakat berinteraksi dalam
pengelolaan ~ sampah, serta  untuk
memahami hambatan dan faktor yang
mendukung keberhasilan kolaborasi.
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif deskriptif untuk
menganalisis dinamika kolaborasi dalam
penanganan sampah di Kota Bogor.
Pendekatan ini dipilih karena
memungkinkan pemahaman yang lebih
mendalam mengenai interaksi antara
pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta
dalam pengelolaan sampah. Data penelitian
dikumpulkan melalui teknik wawancara

observasi, dan studi

dilakukan

mendalam,

dokumentasi. =~ Wawancara
terhadap berbagai informan, termasuk
perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup
Kota Bogor, organisasi masyarakat, dan
bank sampah guna memperoleh perspektif
yang komprehensif terkait peran serta

masing-masing aktor dalam pengelolaan

sampah.

Selain itu, observasi langsung
dilakukan  untuk mengamati  proses
pengelolaan sampah di berbagai titik,
termasuk  fasilitas  pemilahan  dan
pengolahan sampah. Studi dokumentasi
dilakukan dengan menganalisis kebijakan
daerah, laporan resmi, dan regulasi yang
berkaitan dengan pengelolaan sampah.
Data yang diperoleh kemudian dianalisis
menggunakan  teknik  reduksi  data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan,
guna mendapatkan pola dan faktor-faktor
yang memengaruhi efektivitas kolaborasi
dalam sistem pengelolaan sampah di Kota
Bogor.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pergerakan Prinsip Bersama
Pergerakan prinsip bersama
dalam kolaborasi penanganan sampah
di Kota Bogor adalah elemen
fundamental bagi semua aktor yang
terlibat, bertujuan mencapai
keselarasan berdasarkan prinsip yang
disepakati. Proses ini menciptakan
komitmen kolektif melalui interaksi
dan diskusi untuk mencari solusi atas
masalah  sampah. Terdapat tiga
indikator utama: pengungkapan, yang
mendorong aktor untuk
menyampaikan  pandangan secara
terbuka; deliberasi, yang
mencerminkan kemampuan berdiskusi

dan bernegosiasi; dan determinasi,

yang menunjukkan komitmen untuk



fokus dan proaktif. Ketiga indikator ini

memperkuat kerjasama serta

menciptakan lingkungan yang

mendukung inovasi dan keberhasilan

kolaborasi.

e Pengungkapan
Pengungkapan mengenai nilai-
nilai setiap aktor memainkan
peran krusial dalam dinamika
kolaborasi pengelolaan sampah di
Kota Bogor, karena dengan
mengidentifikasi dan membagikan
nilai-nilai tersebut, para aktor
termasuk pemerintah, masyarakat,
dan  sektor  swasta  dapat
membangun pemahaman yang
lebih baik satu sama lain. Masing-
masing aktor membawa perspektif
dan kepentingan berbeda yang
dipengaruhi oleh nilai-nilai seperti
tanggung jawab  lingkungan,
keberlanjutan, dan kesejahteraan
sosial; pemerintah fokus pada
kebijakan dan regulasi,
masyarakat mengedepankan
kebutuhan akan edukasi dan
partisipasi dalam praktik daur
ulang, sementara sektor swasta
menonjolkan  inovasi  dalam
teknologi pengelolaan sampah
berkelanjutan. Dengan adanya
pengungkapan  nilai-nilai  ini,
interaksi antar aktor menjadi lebih

transparan dan saling

menghormati, yang mendukung
pencarian  titik temu  untuk
kolaborasi yang lebih efektif dan
membangun iklim saling percaya.
Dinas Lingkungan Hidup berperan
penting  dalam  pengelolaan
sampabh, berfokus pada
penyelesaian masalah di sumber,
meskipun  dihadapkan  pada
tantangan dalam menyelaraskan
kepentingan yang beragam dari
berbagai pihak. Pentingnya nilai-
nilai  lokal dan pengalaman
praktik, seperti yang ditunjukkan
oleh TPS Siliwangi, dalam
menciptakan lingkungan diskusi
terbuka diharapkan dapat
merumuskan tujuan bersama dan
mendukung penciptaan ekonomi
sirkular serta praktik
berkelanjutan dalam pengelolaan
sampah. Keberhasilan kolaborasi
ini memerlukan keseimbangan
antara komitmen publik dan
pengelolaan  kepentingan yang
ada, dengan tetap menjadikan
nilai-nilai lokal sebagai landasan
dalam praktik pengelolaan yang
lebih baik.

Deliberasi

Deliberasi memainkan  peran
sangat penting dalam proses
kolaborasi penanganan sampah di

Kota Bogor, memungkinkan setiap



aktor termasuk Dinas Lingkungan
Hidup, masyarakat, dan sektor
swasta untuk berbagi pandangan,
pengalaman, dan pendapat yang
esensial dalam menyelesaikan
konflik  kepentingan. Melalui
deliberasi, aktor dapat
bernegosiasi untuk mencari solusi
yang saling menguntungkan dan
membangun konsensus tentang
strategi dan tindakan yang akan
diambil, sehingga meningkatkan
partisipasi semua pihak dengan
memberi mereka suara dalam
pengambilan  keputusan. Rasa
keterlibatan ini tidak hanya
memotivasi kontribusi aktif, tetapi
juga menciptakan rasa
kepemilikan terhadap solusi yang
dihasilkan. Musyawarah berfungsi
sebagai mekanisme kolaboratif
penting, meskipun ada
keterbatasan dalam representasi
masyarakat sering kali hanya
melibatkan perwakilan dari RT
diskusi tetap berlangsung untuk
membangun saling pengertian dan
kolaborasi dengan pemerintah.
Pembentukan Bank Sampah, yang
diinisiasi melalui musyawarah
dengan dukungan pemerintah dan
swasta, menunjukkan  bahwa
forum ini tidak hanya sebagai alat

pertukaran informasi, tetapi juga

sebagai langkah strategis
menghasilkan tindakan konkret
dalam  pengelolaan  sampah.
Dengan adanya forum diskusi ini,
kolaborasi menjadi lebih
terstruktur dan efektif, menjadikan
musyawarah elemen vital dalam
memperkuat  kolaborasi  serta
memastikan semua suara didengar,
sehingga meningkatkan kesadaran
dan tindakan terhadap pengelolaan
sampah di Kota Bogor.
Determinasi

Determinasi dalam kolaborasi
penanganan sampah di Kota
Bogor berfungsi untuk
menetapkan tujuan yang jelas
sebagai panduan bagi semua aktor
yang terlibat termasuk Dinas
Lingkungan Hidup, masyarakat,
dan sektor swasta untuk mencapai
hasil yang diinginkan. Dengan
adanya tujuan yang terdefinisi
dengan baik, setiap langkah dalam
proses kolaborasi dapat diarahkan
secara efektif, sehingga semua
pihak bergerak ke arah yang sama,
membuat kolaborasi lebih terfokus
dan memungkinkan pengukuran
kemajuan yang lebih tepat. Selain
itu, determinasi juga membantu
dalam proses evaluasi,
memungkinkan pemantauan

kemajuan dan identifikasi area



yang memerlukan  perbaikan
dengan jelas. Penetapan tujuan
bersama di dalam kolaborasi ini
penting untuk mencapai
pengelolaan sampah yang efektif,
berkelanjutan, dan berorientasi
pada ekonomi sirkular, dengan
partisipasi aktif masyarakat dalam
mengelola sampah dari
sumbernya. Inisiatif ~ untuk
memanfaatkan sampah organik
dari pasar sebagai sumber
pendapatan bagi Perumda Pasar
Pakuan Jaya menyoroti nilai
tambah yang dihasilkan dari
pengelolaan sampah yang baik.
Oleh karena itu, pencapaian tujuan
yang jelas dan terfokus menjadi
kunci dalam mengatasi masalah
persampahan di Kota Bogor serta
mendorong  keberlanjutan  dan
nilai ekonomi dari sampah di

masyarakat.

2. Motivasi Bersama

Motivasi Bersama merupakan

penguatan siklus yang terdiri dari

beberapa  elemen  yang  dapat

meningkatkan motivasi seluruh aktor

untuk menjalankan kolaborasi secara

maksimal.

Kepercayaan Bersama
Kepercayaan adalah elemen vital
dalam kolaborasi penanganan

sampah di Kota Bogor, berfungsi

sebagai fondasi untuk kerjasama
yang harmonis antara semua
pihak. Ketika aktor saling percaya,
mereka menjadi lebih terbuka
dalam berbagi informasi dan
sumber daya, yang memperlancar
komunikasi dan mempercepat
pengambilan keputusan.
Pengakuan dan  penghargaan
terhadap  kontribusi  masing-
masing turut mendorong
keberlanjutan kolaborasi,
sementara  komunikasi  yang
transparan memperkuat
kepercayaan antar aktor,
menciptakan hubungan yang lebih
produktif. Pengalaman kolaborasi
sebelumnya dan interaksi
berkelanjutan ~ antara  Dinas
Lingkungan Hidup, masyarakat,
dan sektor swasta merupakan
faktor kunci dalam membangun
kepercayaan. Dengan struktur
kolaborasi  yang jelas dan
pembagian peran yang terdefinisi,
tidak hanya tanggung jawab dapat
dikelola dengan baik, tetapi juga
meningkatkan motivasi  setiap
aktor untuk berkontribusi secara
maksimal dalam  pengelolaan
sampabh.

Pemahaman Bersama

Pemahaman  bersama  dalam

kolaborasi penanganan sampah di



Kota Bogor adalah elemen kunci
yang mendefinisikan keberhasilan
interaksi antar aktor. Dengan
memahami peran dan kontribusi
masing-masing, setiap aktor dapat
saling menghargai, menciptakan
kepercayaan yang esensial dalam
membangun tim yang kuat.
Komunikasi terbuka
memungkinkan pertukaran ide dan
pengalaman tanpa rasa takut,
memperkuat ikatan antar aktor dan
rasa memiliki terhadap tujuan
bersama. Penghargaan terhadap
perbedaan di antara aktor sangat
penting  untuk  memperkuat
dinamika kolaborasi, di mana
beragam perspektif dihormati
sehingga menciptakan  solusi
kreatif dan inovatif meskipun
perbedaan pendapat muncul.
Legitimasi Internal

Legitimasi internal dalam
dinamika kolaborasi penanganan
sampah di Kota Bogor adalah
aspek fundamental yang
menciptakan  pengakuan  dan
penghargaan terhadap kontribusi
setiap aktor dalam pengambilan
keputusan, sehingga membangun
lingkungan di mana individu
merasa memiliki nilai dan peran
signifikan

terhadap tujuan

bersama. Kepercayaan dan rasa

3. Kapasitas

saling menghormati antara para
aktor, khususnya antara Dinas
Lingkungan Hidup dan Perumda
Pasar Pakuan Jaya, memperkuat
komunikasi yang terbuka dan
efektif. Dengan pemahaman yang
jelas  mengenai  peran  dan
tanggung jawab masing-masing,
legitimasi internal meningkatkan
rasa saling percaya dan komitmen
terhadap tanggung jawab yang
disepakati, mengakui kontribusi
individu sebagai kunci dalam
keberhasilan kolaborasi

pengelolaan sampah.

Melakukan Tindakan

Bersama

Prosedur dan Kesepakatan Bersama

Tantangan  dalam  kolaborasi
pengelolaan sampah di Kota Bogor
memerlukan regulasi yang jelas,
terutama
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yang mengacu pada

yang mengatur penanganan sampah

melalui kerjasama dengan
masyarakat dan sektor swasta.
Meskipun kesepakatan informal
sering menjadi dasar kerja sama, hal
ini dapat menimbulkan
ketidakpastian dan kebingungan di
antara aktor yang terlibat. Oleh
karena itu, peningkatan
akuntabilitas dan komunikasi sangat
dalam

penting pelaksanaan



program, yang dapat dicapai
melalui keterlibatan semua pihak
dalam pengembangan protokol dan
peraturan kolaborasi yang lebih
formal dan
terstruktur.Kepemimpinan
Kepemimpinan yang efektif sangat
penting dalam mendorong
kolaborasi  dalam  pengelolaan
sampah di Kota Bogor, di mana
pemimpin tidak hanya
mengarahkan kebijakan tetapi juga
menciptakan  lingkungan  yang
kondusif untuk komunikasi dan
transparansi  antar  pemerintah,
masyarakat, dan organisasi non-
pemerintah.  Keputusan  yang
diambil oleh pemimpin dan
kolaborasi dengan komunitas lokal,
seperti RT dan RW, memainkan
peran krusial dalam mengatasi
masalah di lapangan. Oleh karena
itu, pemimpin diharapkan dapat
mendukung dan terlibat langsung
dalam semua aspek pengelolaan
sampah untuk mencapai tujuan
bersama yang lebih efektif dan
inovatif.

Pengetahuan

Pengetahuan dan kapasitas teknis
sangat penting dalam mendukung
kolaborasi yang efektif dalam
pengelolaan sampah di Kota Bogor,

di mana setiap aktor, termasuk

pegawai Dinas Lingkungan Hidup
dan masyarakat, perlu memiliki
keahlian dalam pemilahan,
pengolahan, daur wulang, serta
pemahaman tentang regulasi yang
berlaku. Kesenjangan pengetahuan
antara pemerintah dan masyarakat
sering mengakibatkan masyarakat
bergantung pada informasi Dinas
Lingkungan Hidup. Inisiatif
pelatihan dan kunjungan lapangan
oleh pengurus TPS, seperti TPS
Siliwangi, menunjukkan langkah
proaktif — untuk  meningkatkan
pemahaman tentang pengelolaan
sampah dan ekonomi sirkular di
tingkat komunitas. Dengan
menggabungkan teori dan praktik
lapangan, para aktor dapat lebih
efektif berkontribusi dalam
mengatasi tantangan pengelolaan
sampah, sehingga meningkatkan
kualitas lingkungan di Kota Bogor.
Sumber Daya

Keberadaan sumber daya yang
memadai, termasuk sumber daya
manusia terlatih, finansial, waktu,
infrastruktur, dan dukungan teknis,
sangat penting dalam mendukung
kolaborasi pengelolaan sampah di
Kota Bogor. Meskipun pegawai
Dinas Lingkungan Hidup dan
pengelola TPS memiliki

keterampilan dalam pemilahan dan



pengolahan sampah, keberhasilan
program bergantung pada dukungan
finansial dan kepatuhan masyarakat
terhadap  penanganan  sampah.
Dengan komitmen jangka panjang
dan kolaborasi antara berbagai
pihak, termasuk sektor swasta, Kota
Bogor dapat meningkatkan efisiensi
dan efektivitas pengelolaan sampabh,
serta berkontribusi pada
keberlanjutan lingkungan. Sinergi
antara pengetahuan, sumber daya,
dan kolaborasi yang kuat antar aktor
menjadi kunci dalam mencapai
tujuan ini.
4. Faktor Budaya
Faktor budaya memiliki peran dalam
mendukung atau menghambat
kolaborasi:
Pendorong: Kesadaran masyarakat
tentang  pentingnya  pengelolaan
sampah dan nilai-nilai lokal yang
mendukung keberlanjutan
Penghambat: Perbedaan nilai dan
pandangan antara kelompok
masyarakat dan pemerintah yang
menghambat efektivitas kolaborasi.
5. Faktor Institusi
Keberadaan regulasi yang jelas
memberikan landasan hukum bagi
kolaborasi Penghambat:
Ketidakjelasan dalam pembagian tugas

dan birokrasi yang kaku dapat

menghambat  kelancaran  proses

kolaborasi.
6. b
Ketersediaan tenaga kerja terampil dan
sumber daya finansial mendukung
kelangsungan kolaborasi
Penghambat: Keterbatasan anggaran
menjadi tantangan utama dalam

mempertahankan efektivitas program.

7. Faktor Lingkungan

Kesadaran masyarakat tentang
pentingnya  pengelolaan  sampah
mendorong keterlibatan dalam

program kolaboratif. Faktor yang
mrnghambat yaitu kurangnya edukasi

dan sosialisasi mengenai pengelolaan

sampah  mengurangi  partisipasi
masyarakat .
KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis

dinamika kolaborasi dalam penanganan
sampah di Kota Bogor dengan menyoroti
peran pemerintah, sektor swasta, dan
masyarakat dalam pengelolaan sampah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
meskipun terdapat upaya kolaboratif yang
dilakukan oleh berbagai pemangku
kepentingan, implementasinya  masih
belum optimal. Kolaborasi antara Dinas
Lingkungan Hidup Kota Bogor, sektor
swasta seperti PT Waste 4 Change, serta
komunitas masyarakat telah menghasilkan
beberapa inisiatif, seperti bank sampah dan

program edukasi lingkungan. Namun,



efektivitas kolaborasi ini masih
menghadapi  tantangan utama, yaitu
kurangnya komunikasi yang terbuka,
minimnya koordinasi antar aktor, serta
keterbatasan sumber daya dan infrastruktur.
Ketergantungan pada metode pengelolaan
sampah konvensional (kumpul, angkut,
buang) tanpa pengolahan yang maksimal
menyebabkan tingginya volume sampah
yang tidak tertangani dengan baik.
Faktor-faktor penghambat utama
dalam kolaborasi ini meliputi struktur
hierarki dalam institusi pemerintah yang
masih  kaku, rendahnya kesadaran
masyarakat terhadap pemilahan dan
pengurangan sampah, serta kurangnya
dukungan kebijakan yang konkret dalam
mendorong  kolaborasi ~ multi-sektor.
Sementara  itu,  faktor = pendorong
keberhasilan kolaborasi meliputi dukungan
regulasi, inisiatif swasta dalam manajemen
sampah berbasis teknologi, serta partisipasi
aktif masyarakat dalam bank sampah dan
gerakan lingkungan.
SARAN
1. Pergerakan Prinsip Bersama :
Disarankan untuk mengadakan
forum diskusi secara rutin antara
semua aktor agar pengungkapan
nilai dan kepentingan masing-
masing dapat dilakukan dengan
efektif. Ini akan membantu
merumuskan  tujuan  bersama

dengan lebih baik.

2. Motivasi Bersama : Perlu

dilakukan kegiatan yang
mendorong interaksi antar aktor,
seperti pelatihan bersama atau acara
komunitas, guna  membangun
kepercayaan dan meningkatkan
partisipasi aktif dalam pengelolaan
sampah.

Kapasitas Melakukan Tindakan
Bersama : Disarankan untuk
memperjelas prosedur kolaborasi
dan meningkatkan kepemimpinan
dengan pelatihan manajemen agar
semua aktor dapat berkontribusi
secara optimal.

Faktor Budaya : Perlu diadakan
program edukasi yang menekankan
pada pentingnya peran masyarakat
dalam pengelolaan sampabh,
sehingga masyarakat tidak hanya
menjadi penerima manfaat tetapi
juga aktor yang berkontribusi.
Faktor Institusi : Disarankan
untuk menciptakan struktur
kolaborasi yang lebih fleksibel, di
mana setiap aktor dapat
mengusulkan ide dan inisiatif tanpa
terlalu bergantung pada instruksi
atasan.

Faktor Sumber Daya : Pemerintah
perlu mempertimbangkan
pengalokasian anggaran khusus
untuk kolaborasi dalam pengelolaan

sampah, serta menjalin kemitraan



dengan sektor swasta untuk
mendukung pendanaan.

7. Faktor Lingkungan : Dinas
Lingkungan Hidup harus
meningkatkan sosialisasi tentang
pentingnya pengelolaan sampah
melalui kampanye yang melibatkan
masyarakat, guna meningkatkan
kesadaran dan dorongan untuk
berpartisipasi aktif.
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